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BUPATI BADUNG 

PROVINSI BALI 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 
NOMOR 8 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN  DAERAH  NOMOR  2  TAHUN  2009  TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2005 – 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BADUNG, 
 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap 
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung 

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 
2005 – 2025, ditemui adanya perubahan kebijakan 

Nasional, Provinsi dan Kabupaten Badung serta 
adanya pekembangan kondisi daerah yang cukup 

signifikan, sehingga mengakibatkan sebagian 
substansi dalam RPJPD dimaksud sudah tidak sesuai 

lagi dengan kondisi daerah saat ini; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 
2005 – 2025; 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat 

dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang 
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah 

Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi 
Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5081); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,  
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana  

Pembangunan Daerah; 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025 ( 

Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Badung Nomor 2); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 
2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Badung Nomor 20); 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG  

 

dan 
 

BUPATI BADUNG 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 
KABUPATEN BADUNG  TAHUN 2005 – 2025. 

 
 

Pasal   I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 

Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung 
Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Badung Nomor 2) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 4 diubah dan diantara BAB II dan 

BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIA sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 
 

RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri 
dari: 

Bab I : Pendahuluan 
Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Bab IIA : Analisis Isu-Isu Strategis 
Bab III : Visi dan Misi Daerah 
Bab IV : Arah Kebijakan Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah  
Bab V : Kaidah Pelaksanaan 
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2. Ketentuan Lampiran dalam Bab I Pendahuluan, BAB II 

Kondisi Umum Daerah, BAB III Visi dan Misi 
Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 

2005-2025, BAB IV Arah, Tahapan dan Prioritas 
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, dan 

Bab V Penutup diubah dan diantara BAB II dan BAB III 
disisipkan 1(satu) BAB yakni BAB IIA, sehingga 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini 

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Badung. 

 

Ditetapkan di Mangupura 

pada tanggal  22 Agustus 2017 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Mangupura 

pada tanggal 22 Agustus 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, 

 

 TTD 

 

I WAYAN ADI ARNAWA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 NOMOR 8 

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI : 

(8, 59 / 2017).  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

             TTD 

        Komang Budhi  Argawa,SH.,M.Si. 

        NIP. 19710901 199803 1 009 

BUPATI BADUNG, 

 

       TTD 

 

I NYOMAN GIRI PRASTA 


